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ABSTRAK 

 
Kebutuhan akan pangan bagi masyarakat Indonesia merupakan hal utama dari 

Sembilan kebutuhan pokok, salah satunya kebutuhan panganhasil dari peternakan. 

Berkaitan dengan standar dari produk daging yang dikonsumsi oleh konsumen, 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, agar hak-hak dari konsumen terlindungi dan ada batasan usaha bagi pelaku 

usaha. Dalam kenyataanya, konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha dengan 

menjual produk yang belum memenuhi standar kualitas yg ditinjau oleh Peraturan 

Perundang-undangan. Di Kabupaten Sumedang contohnya, telah di buat Peraturan 

Daerah No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan 

Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar hewan dengan bertujuan untuk menimalisasi produk 

yang kurang baik dari hewan potong ini.  

 

 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan 

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan 

konseptual dengan lebih mengacu pada bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang 

Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persayaratan Rumah 

Potong Hewan Rumanisia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plan), dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan 

Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan), 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, untuk melengkapi penelitian, 

penulis melakukan studi lapangan terhadap berbagai narasumber, yaitu: pelaku usaha, 

rumah potong hewan, pelaku usaha, masyarakat dan badan penyelesaian sengketa 

konsumen (BPSK). Data-data yang digunakan dianalisis dengan cara analisis kualitatif 

dan dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus 

individual nyata menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.  

Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan 

Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan belum 

memenuhi kualifikasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akhir 

sehingga diperlukan adanya revisi atas peraturan daerah tersebut dan Pemerintah kab. 

Sumedang melakukan berbagai perlindungan, pengawasan dan penyuluhan terhadap 

pelaku usaha maupun konsumen agar Peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik 

dalam melindungi hak-hak konsumen. 

 

Kata-kata kunci: Perlindungan hukum, Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, 

Penyediaan Pasar Hewan 
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LEGAL PROTECTION FOR FINAL CONSUMERS AS THE CONSUMERS 

OF CUTTING MEAT IN SUMEDANG REGENCY AS SEEN FROM LAW 

NO. 08 YEAR 1999 RELATES TO PROTECTION OF CONSUMERS 

JOLOCAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY NO. 29 YEAR 2003 

RELATES TO ANIMAL’S HEALTH INSPECTION SERVICE, ORIGIN 

MATERIAL OF MEAT AND PROVISION OF ANIMAL MARKET 

ABSTRACT 

Need of food for Indonesian people is one of the important needs of nine staples; 

one of them is the produce of livestock. Regarding to the standard of the meat products 

that being consumed, government published law No. 8 Year 1999 relates to the protection 

of consumers, in aim to protect the right of consumers and the limit for the people who 

run the business. However, some people who sell meat to the consumers frequently cause 

harms to the consumers by selling meats that do not fulfill the criteria’s of the laws. In the 

region of Sumedang is one of the example, there is a law for Sumedang region No. 29 

Year 2003 relates to animal health inspection service, the basic material of the animal, 

and the provision of markets that sell animal in order to minimize products of certain 

animals.  

 

 This thesis is using normative juridical method which focused on reviewing the 

application of the rules or norms of the positive laws. This using the approach to laws 

and conceptual approach which is more focus on laws of primary laws, Law No.08 year 

1999,Protection of Consumers, Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic 

of Indonesia No. 13 / Permentan / OT.140 / 1/2010 About Requirements Rumanisia 

Slaughterhouse and Meat Handling Unit(Meat Cutting Plan), andSumedang District 

Regulation No. 29 Year 2003 relates to Animal Health Inspection Service, Origin 

Materials of Animals and Provision of Animal Market), secondary and tertiary laws 

materials. In additional, to complete the research, the researcher did field study to 

interviewees; business people, slaughterhouse, the inhabitants and Consumer Dispute 

Settlement Body (BPSK). The data used were analyzed by means of qualitative analysis 

and the mindset of deductive logic, which was to draw conclusions from individual cases 

into real general conclusions. 

 

 Sumedang District Regulation No. 29 Year 2003 relates to Animal Health 

Inspection Service, Materials Provision of Animal Origin and Animal Market is not yet 

fulfill the qualifications to give protection for the consumers, hence it is expected that the 

regulations in the region of Sumedang as well as the people in charge to do a revision on 

the Regulation and the administration of Sumedang implements protection, control and 

elucidation towards people who run the business as well as conumers in order to  make 

the local regulation to run effectively in aim to protect the rights of consumers. 

 

 

Keywords: Legal protection , Animal Health Inspection Service , Provision of Animal 

Market 
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